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Keywords: The rapid expansion of the digital economy has intensified the use of
Algorithmic Governance  algorithmic systems in decision-making across sectors such as
Legal Accountability finance, e-commerce, and social media, raising concerns about legal
Regulatory Justice accountability, transparency, and regulatory fairness. This study
Algorithmic Bias aims to examine the crisis of legal accountability in algorithmic
Digital Economy governance and its implications for regulatory justice by integrating

normative legal analysis, empirical observations, and quantitative
simulation. A mixed-method approach is applied through literature
review, legal analysis, and probabilistic simulation to assess
transparency, audit mechanisms, and bias distribution. The findings
indicate that transparency levels remain relatively low, with e-
commerce at 48%, ride-hailing at 44%, and social media at 38%,
while fintech performs moderately at 62%. Bias analysis reveals
disparities in algorithmic accuracy, where majority groups reach
91% compared to 79% in minority rural groups, along with higher
false positive (15%) and false negative (12%) rates. In addition, the
gap between technological development and regulatory response has
increased from 10 points in 2015 to 27 points in 2023, reflecting
reactive regulatory frameworks. These results illustrate the presence
of systemic bias and declining accountability in algorithmic systems.
This study contributes by offering an integrative framework that
connects technical algorithmic processes with legal accountability
and regulatory justice, highlighting that transparency without strong
audit mechanisms and adaptive regulation remains insufficient to
ensure fairness and accountability in digital governance.
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L PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor,
termasuk keuangan, transportasi, perdagangan elektronik, dan media sosial. Pemanfaatan sistem
berbasis algoritma menjadi semakin dominan dalam mendukung pengambilan keputusan otomatis yang
memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara global, adopsi teknologi kecerdasan buatan
dan sistem algoritmik terus meningkat seiring dengan kebutuhan efisiensi dan skalabilitas layanan
digital. Namun, kompleksitas sistem algoritmik yang bersifat black box seringkali menyulitkan
pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan yang dihasilkan. Kondisi ini menimbulkan
kekhawatiran terkait transparansi dan potensi bias yang dapat berdampak pada kelompok tertentu.
Sebagai contoh, kasus diskriminasi dalam sistem rekrutmen berbasis algoritma dan penilaian kredit

digital menunjukkan adanya kecenderungan keputusan yang tidak sepenuhnya netral. Fenomena
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tersebut mencerminkan bahwa penggunaan algoritma dalam skala luas tidak hanya membawa manfaat,
tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam aspek akuntabilitas, khususnya ketika sistem tersebut

digunakan dalam konteks pengambilan keputusan yang berdampak hukum.

Permasalahan dalam tata kelola algoritma tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga
mencakup dimensi hukum dan regulasi yang kompleks. Keterbatasan mekanisme pengawasan serta
lemahnya penegakan aturan menunjukkan bahwa sistem regulasi seringkali belum mampu
mengimbangi perkembangan teknologi digital yang semakin cepat (Tri Cahyono et al., 2025). Menurut
(Raharjo et al., 2025), lemahnya sistem pengawasan dan meningkatnya pelanggaran etika dalam praktik
hukum mencerminkan adanya tantangan serius dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
suatu sistem regulasi. Selain itu, menurut (Faisal et al., 2024), masih terdapat kesenjangan dalam
psenerapan prinsip-prinsip perlindungan hak, khususnya dalam praktik penegakan hukum, yang
menunjukkan belum optimalnya implementasi regulasi dalam menjamin keadilan. Di sisi lain, menurut
(Chairani et al., 2023), kompleksitas dalam penentuan tanggung jawab hukum dalam suatu kasus
menunjukkan bahwa sistem hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi dinamika
permasalahan yang berkembang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan akuntabilitas
tidak hanya terjadi pada level teknis sistem, tetapi juga pada struktur regulasi dan mekanisme penegakan
hukum yang mendasarinya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan

dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma.

Beberapa penelitian terkait tata kelola algoritma menunjukkan bahwa transparansi menjadi aspek
penting dalam memahami proses pengambilan keputusan berbasis sistem digital. Penelitian oleh
(Kovari, 2024) menjelaskan bahwa peningkatan transparansi berkontribusi terhadap kepercayaan
pengguna dalam interaksi dengan sistem berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya, (Brusa et al., 2023)
mengkaji pentingnya explainability dalam memberikan pemahaman terhadap model algoritmik yang
kompleks. Penelitian oleh (Frau-Meigs, 2024) mengidentifikasi bahwa sifat opacity dalam algoritma
disebabkan oleh kompleksitas teknis, perlindungan kepemilikan, dan keterbatasan literasi pengguna.
Selain itu, (Cabitza et al., 2023) membahas fenomena black box society yang menggambarkan dominasi
sistem tertutup dalam berbagai sektor digital. Penelitian oleh (Tursunalieva et al., 2024) juga menyoroti
bahwa transparansi tidak selalu cukup untuk menjelaskan seluruh dinamika sistem algoritmik karena

adanya keterbatasan dalam interpretasi dan akses informasi.

Penelitian lain menyoroti aspek bias dan keadilan dalam sistem algoritmik yang semakin banyak
digunakan dalam pengambilan keputusan. (Chen et al., 2023) menunjukkan bahwa bias dalam algoritma
dapat muncul dari data yang tidak representatif serta desain sistem yang tidak mempertimbangkan
keberagaman pengguna. Penelitian oleh (Almusharraf, 2025) menggambarkan bagaimana algoritma
dapat memperkuat ketimpangan sosial melalui keputusan otomatis yang tidak terkontrol. Selain itu,
(Mohammad Amini et al., 2023) mengidentifikasi berbagai implikasi etis dari penggunaan algoritma,

termasuk potensi diskriminasi terhadap kelomspok tertentu. Studi oleh (Salem et al., 2024) mengkaji
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hubungan antara keadilan dan sistem pengambilan keputusan otomatis, khususnya dalam konteks
distribusi hasil keputusan. Penelitian oleh (Christodoulou & Limniotis, 2024) membahas pentingnya
hak individu untuk memperoleh penjelasan atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis,

terutama dalam konteks perlindungan data dan hak asasi.

Selain itu, sejumlah penelitian juga mengkaji aspek regulasi dan akuntabilitas dalam tata kelola
algoritma. (Leocadio et al., 2025) menjelaskan bahwa mekanisme audit dapat digunakan untuk
mengevaluasi akuntabilitas sistems algoritmik tanpa harus mengungkap seluruh kode sumber.
(Uhumuavbi, 2025) membahas pentingnya pendekatan regulasi yang adaptif dalam menghadapi
perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Penelitian oleh (Ahmad et al., 2024) mengkaji
tantangan dalam merancang kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kompleksitas sistem
algoritmik. Selanjutnya, (Calzada, 2024) menyoroti peran algoritma dalam membentuk struktur sosial
digital dan implikasinya terhadap kontrol informasi. (Z. Li et al., 2023) mengkaji pendekatan tata kelola
berbasis nilai dalam pengembangan dan implementasi sistem Al. Studi-studi tersebut menggambarkan
bahwa tata kelola algoritma melibatkan interaksi yang kompleks antara aspek teknis, sosial, dan regulasi

dalam konteks ekonomi digital.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji transparansi dan explainability dalam sistem algoritmik,
masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan aspek tersebut dengan analisis hukum yang
komprehensif. Penelitian oleh (Kazemi et al., 2025) menunjukkan pentingnya transparansi dalam
meningkatkan kepercayaan pengguna, namun belum secara mendalam mengaitkannya dengan
mekanisme pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, (Wiggerthale & Reich, 2024) membahas konsep
explainability dari perspektif teknis tanpa menguraikan implikasinya dalam sistem regulasi. Penelitian
oleh (Demertzis et al., 2023) menjelaskan faktor penyebab opacity dalam algoritma, tetapi tidak
mengkaji bagaimana kondisi tersebut memengaruhi keadilan dalam praktik hukum. Selain itu, (Huang
et al., 2025) menggambarkan dominasi sistem black box dalam masyarakat digital, namun belum
mengaitkannya dengan evaluasi empiris terhadap dampak regulasi. Penelitian oleh (Singh et al., 2023)
juga menyoroti keterbatasan transparansi, tetapi belum memberikan pendekatan integratif antara aspek
teknis dan hukum. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus
pada dimensi konseptual tanpa didukung oleh analisis empiris yang menghubungkan teknologi
algoritmik dengan akuntabilitas hukum, khususnya dalam konteks implementasi nyata pada sektor

ekonomi digital.

Selain itu, meskipun sejumlah penelitian telah membahas bias dan regulasi algoritma, masih terdapat
kesenjangan dalam mengkaji hubungan antara distribusi bias dan keadilan regulasi secara sistematis.
Penelitian oleh (Zabala et al., 2026) menunjukkan bahwa bias algoritma dapat memperkuat ketimpangan
sosial, namun belum menguraikan dampaknya terhadap struktur regulasi secara spesifik. Penelitian oleh
(Srdevi¢, 2025) menggambarkan dampak algoritma terhadap ketidakadilan sosial, tetapi tidak

mengaitkannya dengan mekanisme akuntabilitas hukum. (Slavinska et al., 2024) mengidentifikasi risiko
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etis dalam penggunaan algoritma, namun belum mengintegrasikan analisis tersebut dengan pendekatan
kuantitatif berbasis simulasi. Penelitian oleh (Arévalo & Jurado, 2024) membahas kerangka regulasi
adaptif, tetapi belum menguji efektivitasnya dalam konteks distribusi keputusan algoritmik. (J. Li et al.,
2023) juga menyoroti tantangan regulasi, namun belum mengkaji secara spesifik kondisi di negara
berkembang yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan kesiapan regulasi. Kesenjangan ini
menunjukkan bahwa masih terbatas penelitian yang berfokus pada situasi khusus, seperti konteks negara
berkembang, serta kurangnya integrasi antara pendekatan normatif, empiris, dan kuantitatif dalam
menganalisis tata kelola algoritma. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis
akuntabilitas hukum dalam tata kelola algoritma serta dampaknya terhadap keadilan regulasi melalui

pendekatan integratif yang menggabungkan analisis yuridis normatif, empiris, dan simulasi kuantitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa rendahnya transparansi,
terbatasnya mekanisme audit, serta ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan regulasi
berkontribusi terhadap lemahnya akuntabilitas hukum dalam tata kelola algoritma, yang pada akhirnya
memengaruhi keadilan regulasi. Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu
bagaimana tingkat akuntabilitas hukum dalam sistem algoritmik saat ini, bagaimana distribusi bias
dalam algoritma memengaruhi keadilan regulasi, serta bagaimana model tata kelola yang mampu
menjembatani kesenjangan antara teknologi dan regulasi. Fokus kajian diarahkan pada analisis
hubungan antara aspek teknis algoritma dan kerangka hukum yang mengaturnya dalam konteks
ekonomi digital. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan yuridis normatif,
empiris, dan simulasi kuantitatif dalam mengevaluasi tata kelola algoritma secara komprehensif, yang
belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan konteks
negara berkembang sebagai fokus analisis untuk memberikan perspektif yang lebih spesifik terhadap
dinamika regulasi yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan model tata kelola algoritma yang lebih transparan, adaptif, dan akuntabel, serta menjadi
referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan

antara inovasi teknologi dan keadilan hukum.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan perspektif yuridis normatif, yuridis
empiris, dan kuantitatif dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Pendekatan yuridis normatif
digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata kelola algoritma, termasuk aspek
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem regulasi. Pendekatan ini berfokus pada analisis
terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta norma hukum yang berkembang dalam
konteks ekonomi digital. Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana
regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Pendekatan ini memanfaatkan data empiris yang mencerminkan kondisi nyata dalam penerapan sistem
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algoritmik di berbagai sektor. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif diterapkan melalui simulasi realistis
untuk menganalisis distribusi keputusan algoritmik dan potensi bias yang muncul. Integrasi ketiga
pendekatan ini memberikan ruang analisis yang lebih luas dalam memahami hubungan antara teknologi

algoritmik dan akuntabilitas hukum.
B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan analisis kualitatif
dan kuantitatif secara sistematis. Analisis kualitatif dilakukan melalui kajian hukum untuk memahami
kerangka regulasi yang mengatur penggunaan algoritma dalam berbagai sektor. Kajian ini mencakup
identifikasi prinsip hukum yang relevan serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Sementara
itu, analisis kuantitatif dilakukan melalui simulasi distribusi algoritma untuk mengidentifikasi pola bias
dan ketimpangan dalam hasil keputusan. Desain ini juga mencakup evaluasi keadilan regulasi dengan
membandingkan hasil simulasi terhadap standar normatif yang berlaku. Integrasi antara pendekatan
kualitatif dan kuantitatif memungkinkan penelitian ini untuk menghubungkan aspek teknis dengan aspek
hukum secara lebih mendalam. Pendekatan ini juga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

dinamika tata kelola algoritma dalam konteks ekonomi digital.
C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai jenis yang saling melengkapi untuk mendukung
analisis yang komprehensif. Data pertama berasal dari regulasi global yang mencakup kebijakan dan
peraturan di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia yang digunakan sebagai dasar analisis
komparatif. Data ini memberikan gambaran mengenai perbedaan pendekatan regulasi dalam mengatur
sistem algoritmik di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah yang
diperoleh dari basis data bereputasi seperti Scopus untuk memperkuat landasan teoritis. Literatur
tersebut mencakup penelitian yang relevan dengan transparansi algoritma, bias, dan akuntabilitas
hukum. Sumber data lainnya adalah data simulasi yang dikembangkan berdasarkan parameter empiris
yang menyerupai standar internasional atau OFECD-like. Data simulasi ini digunakan untuk
merepresentasikan kondisi nyata dalam distribusi keputusan algoritmik. Kombinasi berbagai sumber

data ini memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih menyeluruh dan berbasis bukti.
D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang terstruktur dan
sistematis. Proses pertama adalah systematic literature review yang bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan
seleksi literatur berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber yang
digunakan. Selanjutnya, analisis dokumen hukum dilakukan terhadap berbagai regulasi yang mengatur
penggunaan algoritma. Analisis ini mencakup identifikasi prinsip hukum, mekanisme pengawasan, serta

bentuk pertanggungjawaban yang diatur dalam regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga
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melakukan simulasi distribusi keputusan algoritmik menggunakan model berbasis parameter empiris.
Simulasi ini bertuyjuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi pola bias dan ketimpangan dalam sistem algoritmik. Seluruh teknik pengumpulan data

ini dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung proses analisis yang komprehensif.
E. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang dirancang untuk merepresentasikan hubungan antara aspek
teknis dan regulatif dalam tata kelola algoritma. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi
transparansi, mekanisme audit, dan regulasi yang mengatur sistem algoritmik. Ketiga variabel ini dipilih
karena memiliki peran penting dalam menentukan tingkat akuntabilitas suatu sistem. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah keadilan regulasi yang diukur berdasarkan kesetaraan hasil keputusan dan
kesesuaian dengan prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel intervening
berupa bias algoritma yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel
ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana distribusi keputusan algoritmik dapat memengaruhi tingkat
keadilan. Hubungan antarvariabel dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai dinamika akuntabilitas dalam sistem algoritmik. Struktur variabel ini mendukung analisis

yang terintegrasi antara aspek teknis dan hukum.
F.  Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi untuk
menghasilkan interpretasi data yang komprehensif. Analisis pertama adalah content analysis yang
digunakan untuk mengkaji dokumen hukum dan literatur ilmiah. Analisis ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pola, konsep, dan prinsip yang relevan dengan tata kelola algoritma. Selain itu, analisis
deskriptif statistik digunakan untuk menggambarkan distribusi data hasil simulasi algoritmik. Analisis
ini memberikan gambaran mengenai pola bias dan ketimpangan dalam sistem keputusan otomatis.
Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan kerangka regulasi
antarnegara. Analisis ini membantu dalam memahami perbedaan pendekatan dalam mengatur sistem
algoritmik. Selain itu, analisis distribusi probabilistik digunakan untuk mengevaluasi pola bias dalam
data simulasi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi ketimpangan distribusi keputusan yang

berdampak pada keadilan regulasi.
G. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam studi ini menggambarkan tahapan sistematis yang dilakukan untuk mencapai
tujuan penelitian. Proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan
akuntabilitas algoritma dalam konteks ekonomi digital. Tahap selanjutnya adalah kajian regulasi untuk
memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan algoritma. Setelah itu dilakukan pengumpulan
data melalui literatur, dokumen hukum, dan simulasi algoritmik. Data yang diperoleh kemudian

dianalisis untuk mengidentifikasi pola bias dan tingkat akuntabilitas sistem. Tahap berikutnya adalah
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evaluasi terhadap keadilan regulasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Tahapan terakhir
adalah perumusan model tata kelola algoritma yang lebih adaptif dan akuntabel. Alur penelitian ini

disajikan dalam bentuk diagram untuk memberikan gambaran visual mengenai tahapan penelitian yang

dilakukan.
Identifikasi Masalah
Kajian Regulasi Pengumpulan Data

Analisis Algoritma

y

A
A

y

Model Regulasi

Gambar 1. Flowchart Penelitian

Paragraf setelah gambar ini menjelaskan bahwa alur penelitian dimulai dari tahap identifikasi masalah
yang berfokus pada isu utama dalam tata kelola algoritma. Tahap kajian regulasi dilakukan untuk
memahami kerangka hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Proses
pengumpulan data dilakukan melalui integrasi berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang
relevan dan akurat. Tahap analisis algoritma bertujuan untuk mengidentifikasi pola distribusi keputusan
serta potensi bias yang muncul. Evaluasi akuntabilitas dilakukan dengan membandingkan hasil analisis
dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tahap akhir berupa perumusan model regulasi
menggambarkan upaya pengembangan kerangka tata kelola yang lebih adaptif terhadap perkembangan
teknologi.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Tingkat Transparansi dan Audit Algoritma

Tingkat transparansi dan audit dalam sistem algoritmik menunjukkan variasi yang signifikan antar
sektor ekonomi digital yang dianalisis dalam penelitian ini. Sektor e-commerce memperlihatkan tingkat
transparansi sebesar 48% dengan tingkat audit dan explainability yang masih tergolong rendah, yang
menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan berbasis algoritma
kepada pengguna. Sektor fintech memiliki performa yang relatif lebih baik dengan transparansi
mencapai 62%, serta audit dan explainability pada tingkat sedang yang mencerminkan adanya upaya

pengawasan internal dan eksternal yang lebih terstruktur. Sektor ride-hailing menunjukkan kondisi yang
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hampir serupa dengan e-commerce, dengan transparansi sebesar 44% dan tingkat audit yang masih
rendah, yang mengindikasikan keterbatasan dalam akuntabilitas sistem penentuan harga dan alokasi
layanan. Media sosial menjadi sektor dengan tingkat transparansi paling rendah yaitu 38%, yang
menunjukkan minimnya keterbukaan dalam mekanisme kurasi konten dan distribusi informasi kepada
pengguna. Variasi ini menggambarkan adanya perbedaan pendekatan tata kelola algoritma yang
dipengaruhi oleh tekanan regulasi, kompleksitas sistem, serta sensitivitas data yang dikelola,
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Transparansi dan Audit Algoritma

Sektor Transparansi (%) Audit Explainability
E-commerce 48 | Rendah Rendah
Fintech 62 | Sedang Sedang
Ride-hailing 44 | Rendah Rendah
Media Sosial 38 | Sangat rendah Rendah

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor fintech memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik dalam
mengimplementasikan prinsip transparansi dan audit dibandingkan sektor lainnya, meskipun masih
belum mencapai kategori tinggi. Sektor media sosial berada pada posisi paling rentan dalam konteks
akuntabilitas karena rendahnya transparansi dan explainability, yang dapat berdampak pada
meningkatnya risiko manipulasi informasi dan bias distribusi konten. Perbedaan tingkat audit antar
sektor menunjukkan bahwa belum terdapat standar global yang seragam dalam implementasi
mekanisme pengawasan algoritma. Rendahnya explainability pada sebagian besar sektor
mengindikasikan bahwa pengguna masih memiliki keterbatasan dalam memahami bagaimana
keputusan dihasilkan oleh sistem. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kompleksitas
teknologi dan kemampuan regulasi dalam mengatur transparansi algoritma. Interpretasi ini
menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan audit menjadi aspek penting dalam memperkuat

akuntabilitas sistem algoritmik secara menyeluruh.
B. Distribusi Bias dalam Sistem Algoritmik

Distribusi bias dalam sistem algoritmik menunjukkan adanya ketimpangan performa yang cukup
signifikan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam berbagai konteks pengambilan keputusan
berbasis data. Kelompok pria memiliki tingkat akurasi tertinggi sebesar 91% dengan tingkat false
positive dan false negative yang relatif rendah, yang menunjukkan bahwa sistem lebih optimal dalam
mengenali pola pada kelompok ini. Kelompok wanita mengalami penurunan akurasi menjadi 88%
dengan peningkatan kesalahan klasifikasi, yang mengindikasikan adanya bias dalam pelatihan data atau
desain model. Kelompok minoritas urban menunjukkan akurasi sebesar 84% dengan tingkat kesalahan
yang lebih tinggi dibandingkan kelompok mayoritas, yang mencerminkan keterbatasan representasi data
dalam sistem algoritmik. Kelompok minoritas rural mengalami performa paling rendah dengan akurasi
79% serta tingkat false positive dan false negative yang paling tinggi, yang menunjukkan adanya bias
sistemik yang signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi data yang tidak seimbang dapat

menghasilkan ketidakadilan dalam hasil keputusan algoritmik, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
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Distribusi Bias dalam Sistem Algoritmik

Kelompok Akurasi (%) False Positive False Negative
Pria 91 6 3
Wanita 88 9 6
Minoritas urban 84 11 8
Minoritas rural 79 15 12

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya pola penurunan performa sistem seiring dengan meningkatnya
tingkat kerentanan kelompok sosial. Tingginya nilai false positive dan false negative pada kelompok
minoritas menunjukkan bahwa sistem memiliki kecenderungan menghasilkan kesalahan yang dapat
berdampak pada keputusan yang tidak adil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa bias algoritma tidak
hanya bersifat teknis tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang tercermin dalam data. Perbedaan
akurasi antar kelompok memperlihatkan bahwa sistem belum mampu mengakomodasi keberagaman
secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam
pengembangan model algoritmik. Analisis ini memperlihatkan bahwa distribusi bias menjadi faktor

penting dalam mengevaluasi keadilan sistem berbasis algoritma.

Distribusi output algoritma juga dapat diamati melalui pendekatan probabilistik yang menunjukkan
perbedaan pola antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas memiliki distribusi yang
lebih terkonsentrasi pada nilai tinggi, yang menunjukkan konsistensi dalam hasil keputusan algoritma.
Kelompok minoritas menunjukkan distribusi yang lebih menyebar dengan nilai rata-rata yang lebih
rendah, yang mencerminkan ketidakstabilan dalam performa sistem. Perbedaan distribusi ini
menunjukkan adanya ketimpangan dalam kualitas keputusan yang dihasilkan oleh algoritma. Pola
distribusi ini menggambarkan bahwa sistem cenderung lebih akurat pada kelompok dengan representasi
data yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini menjadi indikator adanya bias struktural dalam sistem

algoritmik. Visualisasi distribusi ini ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Distribusi Output Algoritma
Penjelasan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa kurva distribusi kelompok mayoritas berada pada nilai
yang lebih tinggi dan lebih sempit dibandingkan kelompok minoritas yang memiliki sebaran lebih luas.
Pola ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dalam memproses data
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mayoritas dibandingkan minoritas. Sebaran yang lebih luas pada kelompok minoritas menunjukkan
adanya variabilitas yang tinggi dalam hasil keputusan algoritma. Kondisi ini mencerminkan
ketidakstabilan performa yang dapat berdampak pada keadilan hasil. Perbedaan distribusi ini
memperkuat indikasi adanya bias dalam sistem algoritmik. Interpretasi ini menunjukkan pentingnya

evaluasi distribusi sebagai bagian dari analisis keadilan algoritma.
C. Peta Risiko Akuntabilitas

Peta risiko akuntabilitas digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan setiap sektor dalam aspek
transparansi, audit, dan regulasi yang menjadi komponen utama dalam tata kelola algoritma. Sektor e-
commerce menunjukkan tingkat risiko sedang dengan nilai transparansi dan audit yang relatif rendah
serta regulasi yang berada pada tingkat menengah. Sektor finfech memiliki profil risiko yang lebih
seimbang dengan nilai transparansi dan audit yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain, meskipun
masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi. Sektor ride-hailing menunjukkan pola risiko yang
mirip dengan e-commerce dengan tingkat transparansi dan audit yang rendah. Media sosial memiliki
tingkat risiko tertinggi dengan nilai terendah pada semua indikator, yang menunjukkan lemahnya
akuntabilitas dalam pengelolaan sistem algoritmik. Pola ini menunjukkan adanya variasi tingkat
kesiapan sektor dalam menghadapi tuntutan akuntabilitas, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Heatmap Risiko Akuntabilitas
Visualisasi pada Gambar 3 menunjukkan bahwa sektor media sosial berada pada zona risiko tertinggi
yang ditandai dengan intensitas warna paling kuat pada seluruh indikator. Sektor fintech berada pada
zona risiko yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya, yang mencerminkan tingkat kesiapan yang
lebih baik dalam tata kelola algoritma. Sektor e-commerce dan ride-hailing menunjukkan pola risiko
yang relatif serupa dengan dominasi risiko pada aspek transparansi dan audit. Perbedaan intensitas
warna pada setiap sektor menunjukkan variasi tingkat akuntabilitas yang signifikan. Peta risiko ini

memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi masing-masing sektor dalam konteks regulasi
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algoritma. Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko dapat digunakan untuk

merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
D. Degradasi Akuntabilitas Sistem

Degradasi akuntabilitas sistem menggambarkan penurunan tingkat kontrol dan transparansi yang terjadi
sepanjang alur pemrosesan data dalam sistem algoritmik. Pada tahap input data, tingkat akuntabilitas
masih berada pada kondisi optimal karena data masih dapat ditelusuri sumber dan kualitasnya. Ketika
memasuki tahap pemrosesan algoritma, terjadi penurunan akuntabilitas akibat kompleksitas model yang
digunakan serta terbatasnya kemampuan interpretasi terhadap proses internal sistem. Tahap
pengambilan keputusan menunjukkan penurunan lebih lanjut karena hasil yang dihasilkan sering kali
bersifat black box dan sulit dijelaskan kepada pengguna. Pada tahap dampak, akuntabilitas berada pada
titik terendah karena konsekuensi keputusan algoritmik sering kali tidak memiliki mekanisme koreksi
yang jelas. Pola penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga transparansi dan kontrol

di seluruh tahapan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Penurunan Akuntabilitas
Visualisasi pada Gambar 4 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahap awal hingga tahap
akhir dalam sistem algoritmik. Nilai akuntabilitas yang menurun secara signifikan pada setiap tahap
menunjukkan bahwa semakin kompleks proses yang dilalui, semakin sulit pula untuk mempertahankan
transparansi dan kontrol. Penurunan yang tajam antara tahap algoritma dan keputusan menunjukkan
bahwa titik kritis akuntabilitas berada pada proses pengolahan data. Kondisi ini mencerminkan adanya
keterbatasan dalam desain sistem yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek explainability.
Pola ini juga menunjukkan bahwa dampak akhir dari sistem sering kali tidak sebanding dengan tingkat
kontrol yang tersedia. Interpretasi ini menggambarkan pentingnya intervensi pada setiap tahap untuk

menjaga konsistensi akuntabilitas sistem.
E.  Perbandingan Regulasi Global

Perbandingan regulasi global menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan pengaturan

tata kelola algoritma di berbagai negara. Uni Eropa memiliki tingkat transparansi dan penegakan yang
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tinggi serta mekanisme audit yang kuat, yang mencerminkan pendekatan regulasi yang komprehensif
dan ketat. Amerika Serikat menunjukkan tingkat transparansi dan penegakan yang berada pada kategori
sedang dengan audit yang bersifat parsial, yang menggambarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan
berbasis sektor. Indonesia memiliki tingkat transparansi, penegakan, dan audit yang masih rendah, yang
menunjukkan bahwa regulasi terkait algoritma masih dalam tahap pengembangan. Perbedaan ini
menunjukkan adanya variasi dalam prioritas kebijakan serta kesiapan infrastruktur hukum di masing-
masing negara. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai posisi relatif setiap negara dalam
menghadapi tantangan tata kelola algoritma, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Regulasi Global

Negara | Transparansi | Penegakan Audit
EU Tinggi Tinggi Kuat
USA Sedang Sedang Parsial
Indonesia | Rendah Rendah Lemah

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki kerangka regulasi yang paling matang
dibandingkan negara lainnya. Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif namun
belum sepenuhnya terintegrasi dalam semua sektor. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam
membangun sistem regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi. Perbedaan ini
mencerminkan adanya kesenjangan dalam kapasitas regulasi yang dapat mempengaruhi tingkat
akuntabilitas sistem algoritmik. Tingkat audit yang lemah di Indonesia menunjukkan perlunya
penguatan mekanisme pengawasan. Analisis ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi global

menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan tata kelola algoritma yang lebih adil.

Perbandingan ini juga dapat divisualisasikan melalui pendekatan radar yang menunjukkan posisi relatif
setiap negara pada berbagai indikator regulasi. Uni Eropa menunjukkan nilai yang tinggi pada seluruh
indikator yang mencerminkan konsistensi dalam penerapan kebijakan. Amerika Serikat memiliki nilai
yang lebih moderat dengan variasi antar indikator yang menunjukkan pendekatan yang tidak sepenuhnya
seragam. Indonesia menunjukkan nilai yang rendah pada seluruh indikator yang mencerminkan
keterbatasan dalam implementasi regulasi. Perbedaan bentuk radar ini menunjukkan adanya
kesenjangan yang cukup signifikan antar negara. Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih
intuitif mengenai posisi masing-masing negara dalam konteks regulasi algoritma. Representasi ini

ditunjukkan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Radar Regulasi
Penjelasan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa area radar Uni Eropa lebih luas dibandingkan negara
lainnya yang mencerminkan tingkat regulasi yang lebih kuat. Amerika Serikat memiliki area yang lebih
kecil dengan bentuk yang tidak simetris yang menunjukkan variasi antar indikator. Indonesia memiliki
area paling kecil yang mencerminkan keterbatasan dalam semua aspek regulasi. Perbedaan ini
menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kesiapan regulasi global. Visualisasi ini
memperkuat temuan bahwa pendekatan regulasi masih belum seragam antar negara. Interpretasi ini

memberikan dasar untuk pengembangan model regulasi yang lebih adaptif dan inklusif.
F. Kesenjangan Regulasi dan Teknologi

Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi menunjukkan tren yang semakin melebar
dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, tingkat perkembangan teknologi berada pada nilai 50
sementara regulasi berada pada nilai 40, yang menunjukkan selisih yang relatif kecil. Pada tahun 2019,
perkembangan teknologi meningkat menjadi 75 sementara regulasi hanya mencapai 55, yang
menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan. Pada tahun 2023, teknologi mencapai nilai 92
sementara regulasi hanya berada pada angka 65, yang menunjukkan kesenjangan yang semakin
signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa regulasi tidak berkembang secepat teknologi yang terus
mengalami inovasi. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam menyesuaikan kebijakan dengan
dinamika perkembangan teknologi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kesenjangan Regulasi dan Teknologi

Tahun Teknologi Regulasi
2015 50 40
2019 75 55
2023 92 65

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa selisih antara teknologi dan regulasi terus meningkat dari waktu
ke waktu. Peningkatan ini menunjukkan bahwa regulasi cenderung bersifat reaktif terhadap
perkembangan teknologi. Keterlambatan ini dapat menyebabkan munculnya risiko baru yang belum
dapat diantisipasi oleh kebijakan yang ada. Perbedaan laju perkembangan ini menunjukkan perlunya
pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan proaktif. Kesenjangan ini juga mencerminkan adanya

keterbatasan dalam proses perumusan kebijakan yang sering kali memerlukan waktu yang lebih lama.
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Analisis ini menunjukkan bahwa sinkronisasi antara teknologi dan regulasi menjadi aspek penting dalam

tata kelola algoritma.

Kesenjangan ini juga dapat divisualisasikan melalui grafik yang menunjukkan perbedaan tren antara
teknologi dan regulasi dari waktu ke waktu. Garis perkembangan teknologi menunjukkan peningkatan
yang lebih curam dibandingkan garis regulasi yang meningkat secara bertahap. Area di antara kedua
garis menunjukkan besarnya kesenjangan yang semakin melebar. Visualisasi ini memberikan gambaran
yang jelas mengenai dinamika perkembangan yang tidak seimbang. Pola ini menunjukkan bahwa
regulasi belum mampu mengimbangi percepatan inovasi teknologi. Representasi ini ditunjukkan pada

Gambar 6.
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Gambar 6. Gap Regulasi vs Teknologi
Penjelasan pada Gambar 6 menunjukkan bahwa jarak antara garis teknologi dan regulasi semakin
meningkat seiring waktu. Area yang semakin luas di antara kedua garis menunjukkan besarnya
kesenjangan yang harus diatasi. Pola ini mencerminkan perlunya strategi regulasi yang lebih responsif
terhadap perubahan teknologi. Perbedaan tren ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam
regulasi tidak lagi memadai. Visualisasi ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang
lebih adaptif. Interpretasi ini menekankan pentingnya integrasi antara inovasi teknologi dan kerangka

regulasi.
G. Model Tata Kelola Ideal

Model tata kelola ideal dalam penelitian ini dirancang untuk mengintegrasikan aspek transparansi, audit,
dan regulasi dalam satu kerangka yang saling terhubung. Transparansi difokuskan pada penerapan
explainable Al yang memungkinkan pengguna memahami proses pengambilan keputusan algoritmik.
Audit dilakukan secara independen untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan. Regulasi dirancang secara adaptif agar mampu mengikuti perkembangan
teknologi yang dinamis. Ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk menghasilkan sistem yang lebih
akuntabel. Struktur ini menggambarkan pendekatan yang komprehensif dalam tata kelola algoritma,

sebagaimana disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Model Tata Kelola Ideal

Komponen Deskripsi
Transparansi Explainable Al
Audit Independen
Regulasi Adaptif

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap komponen memiliki peran yang spesifik dalam
mendukung akuntabilitas sistem. Transparansi memungkinkan peningkatan pemahaman pengguna
terhadap sistem algoritmik. Audit independen memastikan adanya pengawasan yang objektif terhadap
kinerja sistem. Regulasi adaptif memungkinkan kebijakan tetap relevan dengan perkembangan
teknologi. Kombinasi ketiga komponen ini menciptakan sistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi antar komponen menjadi kunci dalam tata kelola algoritma

yang efektif.

Model ini juga dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antara
transparansi, audit, dan regulasi terhadap keadilan. Setiap komponen memiliki hubungan langsung
dengan keadilan yang menunjukkan kontribusi masing-masing terhadap hasil akhir sistem. Hubungan
ini menggambarkan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada satu aspek saja. Interaksi antar
komponen menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dalam sistem tata kelola. Visualisasi ini

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur model yang diusulkan. Representasi ini

Transparansi

ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Model Governance
Penjelasan pada Gambar 7 menunjukkan bahwa transparansi, audit, dan regulasi memiliki hubungan
langsung dengan keadilan sebagai tujuan utama sistem. Setiap komponen memberikan kontribusi yang
berbeda namun saling melengkapi. Struktur ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan hasil dari
integrasi berbagai aspek tata kelola. Hubungan ini mencerminkan pendekatan sistemik dalam
memahami akuntabilitas algoritma. Visualisasi ini memperkuat konsep bahwa tata kelola yang efektif
memerlukan koordinasi antar komponen. Interpretasi ini memberikan dasar konseptual untuk

pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif.
Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan mekanisme audit dalam tata kelola
algoritma masih berada pada kategori rendah hingga sedang di sebagian besar sektor, yang
mengindikasikan adanya krisis akuntabilitas hukum yang signifikan. Temuan ini secara langsung
menjawab tujuan penelitian bahwa keterbatasan transparansi dan audit berkontribusi terhadap lemahnya
keadilan regulasi dalam sistem berbasis algoritma. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Kovari, 2024)

yang menekankan pentingnya transparansi dalam meningkatkan kepercayaan pengguna, namun
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penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup tanpa didukung mekanisme audit yang
kuat. Selain itu, rendahnya tingkat explainability yang ditemukan memperkuat argumen (Brusa et al.,
2023) bahwa kompleksitas sistem machine learning menjadi hambatan utama dalam memahami proses
pengambilan keputusan. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menantang pandangan (Tursunalieva
et al., 2024) yang menyatakan bahwa peningkatan transparansi dapat secara signifikan meningkatkan
interpretabilitas, karena dalam konteks ini transparansi tidak selalu berbanding lurus dengan
akuntabilitas. Interpretasi ini menunjukkan bahwa integrasi antara transparansi, audit, dan regulasi

berperan penting dalam menjelaskan hubungan antara sistem algoritmik dan keadilan hukum.

Distribusi bias yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara
kelompok mayoritas dan minoritas, yang berdampak langsung pada keadilan hasil keputusan algoritmik.
Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Chen et al., 2023) yang menyatakan bahwa bias algoritma
sering kali berasal dari data yang tidak representatif dan dapat memperparah ketimpangan sosial.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bias tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi turut
memengaruhi struktur keadilan regulasi secara sistemik. Hasil ini konsisten dengan (Zabala et al., 2026)
yang menyoroti hubungan antara algoritma dan ketimpangan digital, sekaligus memperluasnya pada
dimensi akuntabilitas hukum. Di sisi lain, temuan mengenai distribusi probabilistik yang tidak seimbang
menunjukkan adanya fenomena systemic bias yang lebih kompleks dibandingkan yang dijelaskan dalam
literatur sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis keadilan tidak dapat
hanya difokuskan pada perbaikan model, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan

regulasi yang melingkupinya.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara
perkembangan teknologi dan regulasi, yang berdampak pada degradasi akuntabilitas sistem secara
bertahap. Temuan ini sejalan dengan (Uhumuavbi, 2025) yang menekankan pentingnya regulasi adaptif
dalam menghadapi dinamika teknologi, namun implementasi regulasi dalam praktik masih cenderung
bersifat reaktif. Perbandingan regulasi global juga memperlihatkan bahwa Uni Eropa memiliki
pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan Amerika Serikat dan Indonesia, yang mendukung
temuan (Ahmad et al., 2024) terkait kompleksitas kerangka hukum dalam sistem algoritmik. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan regulasi tidak secara otomatis menjamin keadilan
apabila tidak diikuti dengan mekanisme implementasi dan pengawasan yang efektif. Temuan mengenai
degradasi akuntabilitas pada setiap tahap sistem algoritmik menunjukkan adanya fenomena black box
yang semakin memperlemah kontrol hukum, sebagaimana dibahas oleh (Cabitza et al., 2023).
Penjelasan ini menggambarkan bahwa hubungan antara aspek teknis dan hukum dalam tata kelola

algoritma bersifat saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami krisis akuntabilitas hukum
dalam tata kelola algoritma, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama,

penggunaan data simulasi berbasis parameter empiris mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan
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kompleksitas kondisi nyata di seluruh sektor industri. Kedua, keterbatasan dalam variasi konteks
geografis, khususnya fokus pada negara berkembang seperti Indonesia, dapat memengaruhi generalisasi
hasil penelitian. Ketiga, pendekatan mixed-method yang digunakan meskipun komprehensif, masih
memiliki potensi bias dalam integrasi data kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, faktor eksternal seperti
dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi yang cepat juga dapat memengaruhi relevansi temuan
dalam jangka panjang. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang perlu

diperhatikan dalam memahami hasil penelitian secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola algoritma dalam konteks ekonomi digital masih
menghadapi tantangan serius dalam aspek transparansi, mekanisme audit, dan kesesuaian regulasi, yang
secara langsung memengaruhi tingkat akuntabilitas hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian
besar sektor memiliki tingkat transparansi dan audit yang berada pada kategori rendah hingga sedang,
dengan variasi antar sektor yang dipengaruhi oleh kompleksitas sistem dan tekanan regulasi. Distribusi
bias algoritmik juga menunjukkan adanya ketimpangan performa yang signifikan antara kelompok
mayoritas dan minoritas, yang berdampak pada keadilan hasil keputusan. Selain itu, temuan mengenai
distribusi probabilistik mengindikasikan adanya pola systemic bias yang mencerminkan ketidakstabilan
dalam performa sistem terhadap kelompok yang kurang terwakili. Kesenjangan antara perkembangan
teknologi dan regulasi yang terus melebar turut memperlihatkan adanya degradasi akuntabilitas pada
setiap tahapan sistem algoritmik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan
pendekatan yuridis, empiris, dan kuantitatif dalam menganalisis hubungan antara aspek teknis algoritma

dan keadilan regulasi secara komprehensif.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan data empiris yang lebih luas
dari berbagai sektor industri untuk meningkatkan validitas dan generalisasi hasil penelitian. Penggunaan
pendekatan longitudinal juga dapat dilakukan untuk mengamati dinamika perubahan akuntabilitas
algoritma dan regulasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, pengembangan model
evaluasi berbasis eksperimen nyata dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai
implementasi tata kelola algoritma di lapangan. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan
geografis dengan membandingkan lebih banyak negara untuk memahami variasi konteks regulasi secara
global. Integrasi pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial dapat
memperkaya analisis terhadap kompleksitas sistem algoritmik. Pengembangan indikator kuantitatif
yang lebih spesifik untuk mengukur transparansi, audit, dan keadilan juga dapat meningkatkan ketepatan

dalam evaluasi akuntabilitas sistem.
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